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BAE 
KEBIDANAN SED 

KESEHATAN Dl 

A. 	 Bidan Sebagai Profesi Yanl 

Pada prinsipnya profesi bidm 
kesehatan yang selalu bersing 
khususnya kaum perempuan atau 
bidan merupakan profesi yang Sl 

pelayanan kesehatan di Indonesia 

Istilah bidanlmidwife atau p 
bahasa Sansekerta Wirdhan yaI 
Namun, ada pula yang menyataka 
yang terdidik". ! 

Ikatan Bidan Indonesia telal: 
tabun 1956, dengan demikian St 

pengembangan profesi kebidana 
mempertimbangkan kebijakan Ie] 

Definisi bidan menurutIntem 
wives (IeM) yang dianut dan dia 
bidan di seluruh dunia, dan diakui 
International Gynecologist Obstetr 

I Rita Yulifah dan Surahmindari, KOll 

Kebidanan, (Jakarta: Salemba Medila 
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